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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat alam, manusia dimanapun tempatnya selalu hidup
bersama dan berkelompok-kelompok. Dalam sejarah perkembangan manusia,
tidak ada seorangpun yang bisa hidup menyendiri dan terpisah dari kelompok
lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan hanya untuk sementara waktu.'
Maka dari itu manusia dinamakan makhluk sosial yang tidak akan lepas dari
bantuan orang lain dan akan sclalu berhubungan dengan orang lain dalam
menjalani kehidupannya sehari-hari.

Dalam sebuah komunitas ataupun sekumpulan kelompok-kelompok tidak
akan terlepas dari adanya suatu aturan, seperti halnya di Negara Indonesia.
Indonesia adalah Negara hukum, segala bentuk perilaku manusia diatur dalam
sebuah undang-undang yang mengikat dan apabila melanggarnya akan
mendapatkan sanksi. Karena hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban,
kedamaian dan terpeliharanya kepentingan-kepentingan manusia seperti

kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dan lain sebagainya.’

' C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesis, h. 29
2 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, h. 11



Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan
manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini akan
menyebabkan pertikaian jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk
mempertahankan perdamaian.’ Hukum mempertahankan perdamaian dengan
menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan
keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan
(mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil
dan bijaksana.*

Begitu juga Indonesia sebagai negara hukum, untuk mengatur
masyarakatnya berpatokan pada undang-undang yang telah dibuat dan
disepakati oleh masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal bermuamalah
seperti wakaf, zakat, infag dan sadaqah. Khusus untuk masyarakat yang
beragama Islam disusun (KHI) Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu
perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia atau dengan kata lain KHI
merupakan wujud hukum Islam yang bercorak kelndonesiaan.’ KHI ditetapkan
berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
tanggal 10 Juni 1991 yang terdiri dari 3 bukuy, yaitu:

a. Bukul : mengatur tentang Hukum Perkawinan.

> jbid.

¢ jbid.

* Bisri, Cik Hasan, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum
Nasional h. 9



b. Bukull : mengatur tentang Hukum Kewarisan.

c. BukuIll : mengatur tentang Hukum Perwakafan.®

Kemudian dalam hal wakaf diatur tersendiri dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan juga diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-
Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dalam Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa definisi wakaf adalah
perbuatan hukum wagif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu
tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syari’ah’ Sedangkan dalam islam wakaf
diartikan menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.®

Dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa semua harta wakaf
harus didaftarkan untuk memperoleh bukti pendaftaran wakaf dari BPN untuk
wakaf yang berupa tanah, memperoleh bukti pendaftaran wakaf dari BWI

untuk wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan untuk harta

S Wipres, Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007 dilengkapi dengan KHI, h. 172

7 Depag, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 teptang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No.
42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannyas, h. 94

® Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, juz 3, h. 978



wakaf yang berupa uang mendapat sertifikat wakaf uang dari LKS (Lembaga

Keuangan Syari’ah).

Untuk menghindari perselisihan dan pertikaian, maka wagif harus
mendaftarkan harta yang telah diwakafkan sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 17-
21 tentang ikrar wakaf.

Prosedur pernyataan ikrar wakaf adalah sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Tkrar wakaf dilaksanakan oleh wagif'kepada nazir dihadapan PPAIW
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.'’

(2) Ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan
secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf
oleh PPATIW,

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wagifatau kuasanya menyerahkan

surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Untuk pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dalam
pasal 32-39 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Prosedur pendaftaran wakaf yaitu sebagai berikut:
Pasal 32
PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi
yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf.
Pasal 33
Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal
32, PPAIW menyerahkan:
a. Salinan akta ikrar wakaf.
b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen
terkait lainnya.'"

® Wipres, Undang- Undang Perkawinan Indonesia ...h. 122
1% jbid, h. 101



Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda

wakaf. "2

Pasal 35

Bukti Pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal

34 disampaikan oleh PPAIW kepada nazir."

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran

harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat

harta benda wakaf yang telah terdaftar.'*

Sesuai dengan penjelasan pasal 38 tersebut, kemudian Menteri dan Badan
Wakaf Indonesia memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register
umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register
umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat
mengakses data tersebut di kantor Departemen Agama dan BWL.'?

Dengan didaftarkannya harta wakaf tersebut sesuai dengan prosedur
dalam UU Perwakafan, maka harta wakaf itu terbebas dari kemungkinan-
kemungkinan persengketaan dan perselisihan dan tidak ada seorangpun yang
dapat menjual ataupun mengambil alih harta wakaf tersebut karena telah

terdaftar dalam register tanah wakaf secara sah, dan barang siapa yang menjual

ataupun yang mengambil alih harta wakaf tersebut akan mendapatkan sanksi.

" Depag, Undang-Undang Nomor 41 Tshun 2004 tentang Wakaf..h. 19
2 jbid.

1 jbid,

Y jbid h. 20

'3 jbid. h. 54



Dalam prinsip hukum muamalah, bahwa setiap bentuk muamalah
dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari
mudharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk
muamalah yang merusak kehidupan tidak dibenarkan.'®

Dalam ga’idah fighiyah juga disebutkan bahwa:

g

Artinya:

"Kemadharatan itu harus dikilangkan”"’

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa:
° % ‘_’ o"»oro )’/olllﬁo 7 £, » - f ¢ o okr/‘: Lrw - .‘ Y-
JURN 187 (S LSy 0,586 s Jol ) rlls (006 13 14T Ll Gl
& g5 5 4 o gy LA dn e v KT s Ly

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannys. dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan
Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
meka hendaklah ia menulis, dan hendakiah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah Tuhannya

Qa’idah-qa’idah dan ayat Al-Qur’an tersebut menjelaskan bahwa setiap
bentuk muamalah termasuk wakaf hendaknya didaftarkan untuk mencegah

perselisihan di kemudian hari.

'8 Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam, b. 17
7 Subky, al-, Ibn ‘Abd Al-Kafy, Al-Asybah Wa An-Nadbair, juz 1 b. 256



Begitulah tata cara pendaftaran harta wakaf yang diatur dalam undang-
undang dan perlunya pencatatan transaksi dalam bermuamalah. Hal ini berbeda
dengan praktik yang terjadi di desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab.
Trenggalek.

Berdasarkan data sementara yang dimiliki oleh penulis bahwasanya di
desa Kedunglurah kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek harta wakaf
banyak yang tidak didaftarkan, diantaranya adalah masjid Jayaniman,
madrasah Roudatu Al-Atfal, mushola Al-Ikhlas, mushola Hidayah Al-
Mubtadiin dan mushola A/-Munawi, Diantara alasan mereka tidak
mendaftarkan harta wakaf yaitu karena warga NU minim sekali
pengetahuannya tentang pendaftaran harta wakaf. Banyak yang tidak
mengetahui bahwa harta wakaf harus didaftarkan.

Alasan kedua yaitu karena para perangkat desa tidak mengadakan
penyuluhan untuk mendaftarkan setiap harta wakaf sedangkan nazir tidak
mengetahui tata cara mengurus administrasi wakaf yang sesuai dengan UU
No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Warga NU juga pernah mengusulkan
kepada perangkat desa, akan tetapi tanggapan dari perangkat desa tidak perlu
mendaftarkan tanah wakaf tersebut disebabkan tanah wakaf tersebut hanya
seluas 8 ru. Perangkat desa menganggap 8 ru itu adalah sedikit dan tanggung

untuk mendaftarkannya.



Alasan ketiga yaitu karena mercka sudah merasa aman dari
persengketaan walaupun harta wakaf tidak didaftarkan, ada yang mengatakan
tidak mungkin membongkar mushola yang sudah jadi dan diubah menjadi
tempat tinggal.

Praktik seperti ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang
pendaftaran harta wakaf seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang
No.4é1 tahun 2004 tentang Wakaf. Bahwasannya semua harta wakaf harus
didaftarkan, sesuai dengan pasal 17-21 dan 32-39. Dan tidak ada alasan
satupun yang membolehkan tidak mendaftarkan harta wakaf. Maka dari itu
penulis menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Undang-Undang No. 41 tahun
2004 tentang Wakaf terhadap Alasan Warga NU tidak Mendaftarkan Harta

Wakaf di desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek.

B. Rumusan Masalah
A Mengapa warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten
Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf?
b. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
wakaf terhadap alasan warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan

kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf?



C. Kajian Pustaka

Dalam membahas tentang alasan warga NU tidak mendaftarkan harta
wakaf, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan ini,
yaitu: Pertama, Problematika sertifikasi tanah wakaf dan pengelolannya di
desa Mojongapit kec. Jombang kab. Jombang oleh Mufid Alifi.'®

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sertifikasi tanah wakaf terhadap
keseluruhan tanah wakaf di desa Mojongapit mencapai kurang dari 50%.
Proses sertifikasi tanah wakaf di desa Mojongapit telah memenuhi ketentuan
peraturan pemerintah, namun dalam hal pemeriksaan tanah wakaf kurang
mendapat respon dari PPAIW. Pihak PPAIW hanya memeriksa kelengkapan
surat/akte tanah wakaf tanpa harus terjun langsung memeriksa keadaan tanah
wakaf tersebut. Dan pengelolaan tanah wakafnya mengalami penyimpangan
oleh nazir yang tidak terjun langsung dalam perawatan benda wakaf. Para
nazir tersebut hanya bertugas dalam proses sertifikasi saja, sedangkan
perawatan dikerjakan sendiri oleh para fa2’mir masjid dan para pengajar

madrasah.

'8 Mufid alifi, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2005 jurusan AS dengan judul
skripsi Problematika sertifikasi tanah wakaf dan pengelolannya di desa Mojongapit Kec. Jombang
Kab. Jombang
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Kedua, Problematika tentang pencatatan harta wakaf di kecamatan
Kedungadem kabupaten Bojonegoro yang dibahas oleh Abdul Latif Aziz."”
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari 3 desa sebagai objek penelitian di
kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro, problematika pencatatan
harta wakaf tidak dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang
disebabkan oleh 4 faktor yaitu:

(a). Faktor biaya pendaftaran/pencatatan yang terlalu mahal.

(b). Proses yang terlalu berbelit-belit.

(c). Kurangnya PPAIW dalam mensosialisasikan Undang-Undang

Perwakafan.

(d). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum,

Ketiga, Penolakan sertifikasi wakaf tanah milik oleh LDII (Lembaga
Dakwah Islam Indonesia) di kecamatan Balongpanggang kabupaten Gresik
(Tinjauan Undang-Undang No.41 Tahun 2004) yang dibahas oleh Rima
Jibdiyah.?

Penolakan LDII di kecamatan Balongpanggang mempunyai argumentasi
bahwa masalah pembuatan sertifikat itu tidak wajib dan menganggap wakaf

mereka sah. Padahal sikap mereka tidak sama dengan pendapat dewan

' Abdul Latif Aziz, lulusan JAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2007 jurusan AS dengan judul
skripsi Problematika tentang pencatatan harta waksf di kecamatan Kedungadem Kabupaten
Bojonegoro

%0 Rima Jibdiyah, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2007 jurrusan AS dengan judul
skripsi Penolskan sertifikasi wakaf tanah milik olebh LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesig) di
Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik (Tinjavan Undang-Undang No.41 Tahun 2004)
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Penasehat LDII wilayah Gresik yang menyatakan bahwa telah dianjurkan agar
seluruh tanah milik yang diwakafkan yang ada di kecamatan Balongpanggang
agar segera disertifikatkan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
Namun pendapat yang berbeda diutarakan oleh wagif bahwasannya tidak
disertifikatkannya tanah tersebut karena ia berpendapat bahwa tanah wakaf
miliknya tetap menjadi milik wagif, hanya diberikan manfaatnya saja.
Keempat, Aplikasi pasal 226 KHI tentang penyelesaian penolakan
pendafiaran tanah wakaf di Pengadilan Agama Bojonegoro yang dibahas oleh
M. Syaifuddin Zuhri.?’ Membahas tentang proses penyeleseian perkara
gugatan terhadap penolakan pendaftaran tanah wakaf, yaitu dengan
membatalkan akta ikrar wakaf karena adanya upaya untuk mengambil alih
tanah wakaf yang diwakafkan ke yayasan yang bukan menjadi tujuan wagif
yang menjadi tujuan atas nama diri tergugat berdasarkan putusan pengadilan
Agama Bojonegoro sebagai aplikasi pasal 226 KHI tentang penyeleseian
perselisihan yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nazir diajukan
kepada pengadilan agama setempat dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

' M. Syaifuddin Zubri, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1998 jurusan Qada, dengan
judul skripsi aplikasi pasal 226 KHI tentang penyelesaian penolaksn pendafiaran tansh wakaf di
Pengadilan Agama Bojonegoro
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Kelima. Masalah penolakan terhadap persertifikatan tanah wakaf di desa
Ngemplak kecamatan Baureno kabupaten Bojonegoro yang dibahas oleh
Tukha,??

Skripsi ini membahas mengenai proses penyeleseian sengketa penolakan
terhadap sertifikasi tanah wakaf dan faktor penyebabnya, yaitu karena salah
paham ahli waris yang menganggap tanah wakaf tersebut schingga bersedia
mensertifikatkan wakaf tanah tersebut dengan syarat tanah tersebut diganti
dengan tanah bengkok desa serta ada campur tangan pihak ketiga (organisasi)
dalam mempengaruhi penolakan sertifikasi wakaf.

Keenam, skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Islam desa Padangan
kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro terhadap sertifikasi tanah wakaf
yang dibahas oleh Alvi Syafiatin.?

Persepsi masyarakat islam desa Padangan terhadap sertifikasi tanah
wakaf adalah berbeda beda.

(1). Masyarakat desa Padangan beranggapan bahwa tanah wakaf yang
mereka sertifikatkan nantinya akan dikuasai oleh pemerintah dan

akan disalahgunakan penggunaannya,

2 Tukha, lulusan IAIN Sunan ampel Surabaya tahun 1996 dengan judul skripsi Masalah
Penolakan terhadsp Persertifikatan Tanah Wakaf di desa Ngemplak Kecamatan Baureno Kabupaten
Bojonegoro

2 Alvi Syafiatin, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2001, Jurusan AS, dengan judul
skripsi  Persepsi Masyarakat Islam desa Padangsn Kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro
terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf
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(2). Masyarakat desa Padangan lebih suka mengikrarkan wakafnya
secara lisan tanpa harus melalui prosedur administratif,

(3). Masyarakat desa Padangaﬁ kebanyakan berpandangan bahwa
mereka lebih percaya pada wlama dari pada kepada wmard
(pemerintah), sehingga dalam mewakafkan tanahnya mereka
lebih suka melakukannya langsung kepada uw/ams’ dengan cara
tradisional meskipun tanah yang mereka mereka wakafkan
nantinya tidak bersertifikat

Berbeda dengan penelitian penulis, dalam penelitian ini penulis

memfokuskan pada alasan warga NU di desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan
Kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf. Di antara alasannya
adalah sebagai berikut:

(a). Karena pengetahuan warga NU terhadap pendafiaran wakaf sangat
minim.

(b) Karena perangkat desa tidak mengadakan penyuluhan dan tidak
menanggapi usulan warga NU untuk mendaftarkan harta wakaf.

(c) Karena sudah merasa aman dengan tidak terdaftarnya harta wakaf,
ada yang mengatakan tidak mungkin membongkar mushola yang
sudah jadi dan diubah menjadi tempat tinggal.

(d) Karena nazir sungkan dengan ahli waris, dan menganggap ahli waris

atau perangkat desa yang berhak mendaftarkan setiap harta wakaf
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(e) Karena ahli waris khawatir harta wakaf akan dikelola oleh orang lain
yang tidak sepaham dikemudian hari.

(f) Karena biaya mendaftarkan wakaf mahal.

(g) Karena ingin membiayai sendiri pajak tanah wakaf mushola tersebut
dengan niat sodagoh.

(h) Karena menganggap bahwa pendaftaran harta wakaf itu tidak
penting,

Alasan-alasan tersebut ada yang sama dengan skripsi lain, namun ada

pembedanya yaitu alasan pada point (a), (b), (c), (d), (¢) dan (g).

D. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui alasan warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan
kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf,
b. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang wakaf terhadap alasan warga NU desa Kedunglurah kecamatan

Pogalan kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf.

E. Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat minimal memberi
sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-

kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu
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Aspek fcoritis, yaitu sebagai upaya dalam pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya dibidang hukum Islam yang berkaitan dengan masalah
pendaftaran harta benda wakaf.

Aspek praktis, yaitu agar dalam praktik di kemudian hari masyarakat NU
desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek memahami arti
pentingnya pendaftaran harta wakaf schingga masyarakat NU desa
Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek mendaftarkan harta
wakaf tanpa memberikan alasan-alasan tidak mendaftarkan harta yang telah
diwakafkan secara lisan dihadapan masyarakat. Tujuan pendaftaran harta
wakaf tersebut agar tidak terjadi perselisihan karena harta wakaf tidak

mempunyai sertifikat wakaf,

F. Definisi Operasional
Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap
pengertian yang dimaksud oleh skripsi ini, tentang beberapa istilah-istilah
pokok yang tercantum didalamnya, maka penulis perlu menjelaskan atau
memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang terkait dengan judul
skripsi ini yaitu :
Undang-Undang No. 41 tahun 2004 adalah undang-undang yang

mengatur tentang wakaf yang baru dan berlaku sekarang ini, dalam hal
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pendafiaran harta wakaf diatur dalam pasal 32-39 dan pasal 17-21 tentang
ikrar wakaf.

Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama
dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut
syari‘ah yang diwakafkan oleh wagif*

Warga NU adalah warga Nahdhatul Ulama di desa Kedunglurah
kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

Jadi definisi operasional penelitian ini adalah menjelaskan alasan warga
NU tidak mendaftarkan harta wakaf di desa Kedunglurah kecamatan Pogalan
kabupaten Trenggalek dan tinjauan UU NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

terhadap alasan warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf tersebut.

G. Metode Penelitian
Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (fleld research) di desa
Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek. Agar penulisan
skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk
mengemukakan metode penulisan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:
a. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini yaitu:

 Depag, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan...h. 4
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1. Data tentang objek wakaf warga NU Desa Kedunglurah Kec.
Pogalan Kab. Trenggalek.
2. Data tentang alasan warga NU desa Kedunglurah Kec. Pogalan
Kab. Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf,
3. Data tentang dasar hukum alasan warga NU desa Kedunglurah
Kec. Pogalan Kab. Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf,
4. Data tentang peraturan wakaf yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf.
b. Sumber Data
Sumber data yang akan digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini
adalah sebagai berikut :
1. Sumber Primer.
Sumber Primer yaitu sumber yang diperoleh atau dikumpulkan langsung
di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan
yang memerlukannya. Sumber primer ini disebut juga data asli atau data
baru.?’
Sumber primer tersebut adalah sebagai berikut:
(a). Wagif yang tidak mendaftarkan harta wakaf (2 orang).

(b). Nazir harta wakaf di desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan

Kabupaten Trenggalek (4 orang).

% M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penclitian dan Aplikssinys, h. 82
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(c). Ahli waris wagif (7 orang).

(d). Tetangga waqif(1 orang).

(c). Kepala desa dan aparat desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan

Kabupaten Trenggalek (5 orang).
(d). Kepala KUA Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek (1 orang).
2. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder yaitu catatan tentang adanya suatu peristiwa yang
jaraknya telah jauh dari sumber orisinil, data ini diperoleh dari sumber tidak
langsung, yaitu buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan
ini.?

Sumber data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 2

Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

b. Kompilasi Hukum Islam.
¢. PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
d. Buku-buku yang membahas tentang wakaf, diantaranya:
(1). Muhammad Ibn Muhammad Ab7 Hamid Al-Ghazali, Al-Wajiz
i figh Al-Mazhab Imam Syafi’l
(2). Sayyid Sabiq, Figh sunnah.

3). Sayyid Bakri, I’anatu A¢-Thalibin.

28 jbid,
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(4). Imam Taqiyyudin Abi Bakar Ibn Muhammad Al-Husayny,
Kifayah Al- Ahyar.
(5). Ibnu Taymiyah, Al-Fatawa al-Kubro.
(6). Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai.
(7). Adijani Alabij, Perwakafan di Indonesia dalam Teori dan
Praktik.
(8). Abdul Ghafur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di
Indonesia.
(9). Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf
Produktif;
(10). Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia.
c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan:
1. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan sebuah dialog yang
dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan.?’
Bentuk wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog dan tanya
jawab dengan wakif, ahli waris wagif, tetangga wagqif nazir wakaf desa
Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek, para perangkat desa

Kedunglurah dan Kepala KUA kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek.

%7 Iqbal hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, h.85
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2. Telaah Pustaka

Pada studi ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari
undang-undang dan buku-buku yang membahas tentang wakaf, sehingga
penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisis data primer dengan
menggunakan undang-undang dan buku-buku tersebut.

d. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu metode yang diawali
dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus yang
diperoleh dari hasil riset berupa banyaknya harta wakaf warga NU yang tidak
didaftarkan di desa Kedunglurah dan alasan warga NU desa Kedunglurah
kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf
kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum
berkenaan dengan tata cara pendaftaran harta wakaf yang diatur dalam UU No.

41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan
Secara keseluruhan skripisi ini disusun dalam lima bab dengan
sistematika pembahasan sebagai berikut :
Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang

masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
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penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan. Bagian ini merupakan pola umum yang mengantarkan seluruh isi
dan bentuk skripsi.

Bab II merupakan paparan teori yang akan dijadikan dasar untuk
menganalisis data yang diperoleh dari lapangan yang memuat tinjauan umum
perwakafan dengan subbab pertama yaitu; wakaf menurut hukum Islam yang
meliputi pengertian wakaf menurut hukum Islam, dasar hukum wakaf, rukun
dan syarat wakaf menurut hukum Islam dan dasar hukum pencatatan setiap
bentuk muamalah dalam Islam. Subbab kedua yaitu wakaf menurut Undang-
Undang yang meliputi: pengertian wakaf menurut Undang-Undang, dasar
hukum wakaf sebelum UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, syarat dan rukun
wakaf dan ketentuan tentang pendaftaran harta wakaf dalam UU No. 41 Tahun
2004 tentang Wakaf.

Bab IIT merupakan data penelitian yang berisi deskripsi singkat warga
NU desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, jumlah harta benda
wakaf di desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, alasan warga NU
desa Kedunglurah kec. Pogalan Kab. Trenggalek tidak mendaftarkan harta
wakaf dan pendapat para perangkat desa dan KUA terhadap alasan warga NU

tidak mendaftarkan harta
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Bab IV merupakan analisis data, yaitu analisis Undang-Undang No. 41
Tahun 2004 tentang wakaf terhadap alasan warga NU di desa Kedunglurah
Kec.Pogalan Kab. Trenggalek tidak mendaftarkan harta wakaf,

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BABII

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Wakaf Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Wakaf menurut Hukum Islam

Wakaf menurut bahasa adalah menahan asalnya dan menggunakan

‘ J"o/r ’9/’ P
manfaatnya. Wakaf dapat dengan menggunakan lafadz i ol g resdl sy

11:»} :;3-5 L., semua lafadz tersebut menunjukkan lafadz wakaf’!

Kata “wakaf” (jamaknya awqafj arti dasarnya adalah “mencegah atau
menahan.” Dalam bahasa Arab secara harfiyah berarti “kurungan atau
penahanan.” Dalam terminologi hukum Islam wakaf didefinisikan sebagai
suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset dimana
seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan

amal sepanjang barang tersebut masih ada.’

! Abi Muhammad ‘Abdullah Tbn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, AI-Mugui‘ fi Al-figh
Imam Abmad Ibn Hanbal juz 2, h. 227

? Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai, h. 29

23
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Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut
hukum tetap menjadi milik wagif untuk dipergunakan manfaatnya untuk
kebaikan.?

Menurut Imam Syafi’i wakaf adalah menahan suatu benda yang dapat
diambil manfaatnya dan terputuslah hak pengelolaan dari wagif (kepemilikan
terlepas dari wagifj dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.*

Menurut Imam Hanbaliy wakaf adalah menahan asal harta (tanah) dan
menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.’

Menurut /mam Malik wakaf adalah perbuatan wagifmenjadikan manfaat
hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf walaupun harta yang dimiliki
bebentuk upah dan boleh diwakafkan hanya untuk masa tertentu.®

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah
menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya untuk selama-lamanya
atau untuk jangka waktu tertentu dengan kepemilikan berpindah/tidak dari

waqif.

h. 227

3 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 25
* ibid, h. 25
5 Maqdisiy, Al-, Muwaffaq Al-Din Ibn Qudamah, Muhammad Hasan Isma‘il (ed), A/-Mugari®

§ Usman, Hukum......... h. 25
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2. Dasar Hukum Wakaf.

Dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya ibadah wakaf bersumber dari
pemahaman teks ayat Al-Qur’an dan juga As-Sunnah. Akan tetapi tidak ada
dalam ayat Al-Qur’an yang secara tegas menjelaskan tentang wakaf. Lain
halnya dengan ajaran zakat yang banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun
hadits nabi.” Berdasarkan konteks ayat Al-Qur’an, wakaf dipahami sebagai
sebuah amal kebaikan.® Diantara ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjadi
dasar wakaf adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an surat al-Hajj ayat 77 yang berbunyi:’
‘ ° Lo, H F 2 y ] . 088 0 . 0487 -ro.‘r -
(V) Oydad SR sl 1 iy S, AN 15y 1T 5T o @l o

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah
Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 97.!°

os2.0 % 0 0 A :’w :zr 28,0 KT 4 03 .8, :g‘a‘ 7 e F s T - 0.
2 il b Sl dls (30 SR (S S5 o G JaE

vy s s o st

7 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif b. 65
§ jbid. h. 66

o Depag, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 523

19 jbid, h. 417
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Artinya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan
dalam keadaan beriman, maka sesunggubnya akan kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 92, !!

R

(QY)PJ904JJ|OP;¢#UA|3&?\:-}E)JWW| 23 i.J_,J :JJ

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (vang sempurna), sebelum
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu
natkahkan, maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya.

Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 261."
A 56 g e g el 18 po i Ga ol e

LT

(Y1) ol 2y 40 285 100 Laptla! 2y 5 0

Artinya:

Perumpamaan (natkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di- jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha
luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 267 menyebutkan bahwa:"?

' jbid, h. 91
12 jbid, h. 65
13 jbid, b. 67
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U,u@m ‘.SH..» wj,;,’::.f uu.bwi,ig.,’ff,mg,;,‘&@‘fg

- ﬂ

 of VAR, 0 rpaatd of U1 AP IERT Dt wh.“ P
(Y1V) Lo

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu

kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2. Hadits

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Mus/im dari Abi

Hurayrah. Imam Muslim meletakkan hadits ini dalam bab wakaf karena para
ulama menafsirkan istilah sedekah jariyah disini dengan wakaf."*

Hadits tersebut berbunyi:

ju,cwr.tp,u,,uu.x.p‘_,.UH:wu,UuL;’p’“ élmsut.,,,muum
353 e A

Artinya:

Apabila mati ansk Adam, maka terputuslah dari padanya semua amalnya

kecuali tiga hal yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang
solih yang mendoakannya (HR. Muslim).”’

' Alabij, al-, Adijani, Perwakafan di Indonesia dalam Teori dan Praktik... h. 25
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Hadits riwayat Imam Muslim :
32 6 3G G ool oy gl D o 08 G s G s L

P 4
-

¢ 0f 2 o Z,

u:,.,,f;j;;;-.,;u,nwfgg

-7 s ° s ’_9

° .’ 228, .2 8
o J6 & GG L e L2

’ L4 L]
.

G eligide e Bl J6 G il Gl el L

. ‘e 8 o0

® o, s Iy e —oi’ . ,:"6 DA 8. S ‘ . J;’e’

”

‘. r')o‘ o, doo b oo ",if T NS P 0.
e s-—";ﬁd‘i‘-eedf‘ed Yy o» o 8 U paally Jeedt

P, .8 .00

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh
sebidang tansh di Khaybar, kemudian ia menghadap kepada Nabi
SAW untuk mohon petunjuk. Umar berkata “Ya Rasulullah, saya
telah memperoleh sebidang tanah di Khaybar, saya belum pernah
mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan
kepada saya?.” Rasulullah bersabda: “Bila engkau suka, engkau tahan
(pokoknya) tanah itu dan engkau shodaqohkan (hasilnya).” Kemudian
Umar bershodaqah, tanah tersebut tidak dijual, dihibahkan dan
diwariskan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkannya kepada
orang-orang fakir, kaum kerabat, budak-budak, pejuang dijalan Allah,
Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya,
memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan
mcmb?‘j makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk
harta.’

Dasar hukum lainnya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW semasa

hidupnya, yaitu pada tahun ketiga Ajjriyah Nabi mewakafkan tujuh kebun

15 Naysabury, An-, Imam Abi Al-Husain Muslim Ibou Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyayry, A/
Jami ‘v Ash-Shokih, Juz 5, h. 73

' Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al Hajjaj, Sakit Muslim, juz 2, .70
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kurma di Madinah, diantaranya adalah kebun a’raf safiyal, dalal, bargah dan
kebun lainnya.'”
3. Rukun dan Syarat Wakaf menurut Hukum Islam
Dalam figh Islam jumhur ulama mengatakan bahwa rukun wakaf ada
empat, yaitu adanya wagif; mawquf, mawqif ‘alsih, dan sigot. Sedangkan
rukun wakaf menurut Hanafiyah adalah hanya adanya sigot.’®
a. Orang yang mewakafkan (wagif).
Wagqif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Wagif harus berakal
sehat, baligh, tidak lalai/boros (karena harta orang boros di bawah kuasa

' Wagif juga harus seorang yang tidak di bawah

walinya) dan merdeka.
pengampuan dan bukan karena terpaksa berbuat.?’ Dia harus mempunyai
kecakapan melakukan fabarru’, yaitu kecakapan melepaskan hak miliknya
kepada orang lain. Yang menjadi ukuran seseorang telah dapat melakukan
tabarru‘ ialah telah mempunyai kemampuan mempertimbangkan sesuatu

yang dikemukakan kepadanya dengan baik.”! Wagif bukan anak kecil atau

orang yang tidak sehat akalnya.??

'" Depag, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, h. 9

' Sa‘id Hawa, A/-“Ibadah £ Al Islam, Juz S h. 2472

9 A. Faishal Haq, Hukum wakaf dan Perwakafan di Indonesia, h. 17-18

% Anshari, Abdul Ghafur, Hukum dan Praktik Perwskafan di Indonesia...h.26

2 Asymuni A. Rahman et. al, jlmu figh, h. 212

* A. Rohman L Doi, Penjelasan Lengksp Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), h. 433
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b. Harta yang diwakafkan (mawqaif).

Harta benda wakaf yaitu setiap benda yang dimiliki oleh seseorang
dan menghasilkan manfaat, harta benda tersebut tidak bisa habis apabila
dipergunakan.”? Mawqif hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan
dikuasai oleh wagif secara sah.?* Syarat mawquf lainnya adalah abadi
untuk selamanya dan tidak boleh menguntungkan pihak yang menerima
wakaf dengan syarat tertentu.?

c. Penerima wakaf (mawgquf ‘alaih).

Syarat Mawgquf ‘alaih adalah tidak boleh bertentangan dengan nilai-
nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan sifat bahwa wakaf adalah salah satu
bagian dari ibadah. Mawquf ‘alaih harus jelas apakah untuk kepentingan
umum seperti untuk mendirikan masjid atau untuk kepentingan sosial
seperti membangun panti asuhan atau untuk keperluan keluarga sendiri.®

Mawgquf ‘alaih disyaratkan harus hadir sewaktu penyerahan wakaf
dan harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan.?’ Tidak sah wakaf

diberikan kepada anak kecil yang belum bisa menjaga harta dan tidak

¥ Al-Gazaliy, Muhammad Tbn Muhammad Abi Hamid, Al-Wajiz fi Figh Al-Madzhab Imsm
Syafi‘, h. 199

2 jbid. h. 11

% Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesis, h. 19
% Anshari, Hukum dan Praktik... b. 27

27 Abdul Halim, Hukum Perwakafan.. .h. 18
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mampu mentasarufkannya,?® Mawquf ‘slaih juga harus orang yang berhak
memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.”
d. Akad wakaf (sigot).

Ikrar wakaf (S7gof) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan
dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami
maksudnya.* Isyarat hanya boleh dilakukan bagi wagif yang tidak mampu
melakukan secara lisan atau tulisan.>' Wakaf sah dengan perkataan ataupun
perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat, seperti seseorang
mendirikan masjid di atas tanahnya.>

Syarat-syarat sigot yaitu tidak digantungkan, tidak diiringi syarat
tertentu, jelas dan terang dan tidak menunjukkan batas waktu tertentu atau
terbatas. >

Menurut empat ulama mazhab bahwa wakaf untuk pihak yang tidak
terbatas, tidak membutuhkan gabu/ Dan wakaf untuk pihak tertentu,
menurut Maliki dan Hanbaliy sama seperti wakaf untuk umum yaitu tidak

memerlukan gabil* Sedangkan Syafi‘i dalam salah satu pendapat mereka

28 Khofil, Jawshirul Ik, h. 206

% Usman, Hukum..... h. 32

% Anshari, Hukum dsa Praktik ...h. 28

3! Hendi Suhendi, Figh Mu’amalah, h. 244

* Ibnu Taymiyah, Al-Fatawa Al-Kubro, juz 5, b. 425

33 Abdul Halim, Hukum Perwakafan.. h. 20

** Mughniyah, Muhammad J awad, A/-Figh ‘ala Madzahib Al-Khamsah, h. 391
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yang lebih kuat menetapkan bahwa wakaf untuk orang-orang tertentu
disyaratkan adanya gabil, >
4. Dasar Hukum Pencatatan setiap Bentuk Muamalah menurut Hukum Islam
Wakaf adalah salah satu dari bentuk muamalah, yaitu tidak bisa
dilakukan oleh seorang saja. Salah satu prinsip dalam muamalah adalah
dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari
mudharat dalam hidup masyarakat.*

Dalam ga’idah fighiyah disebutkan bahwa:
Jig Ja
Artinya:

"Kemudharatan itu harus dihilangkan”>’

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282 juga dijelaskan bahwa:
Jusd, Lo 18 UK, 36 Al Bl ) i 00 6y T ol g
25, /‘ -ﬁzar g-’o ol .‘ oK. o 'o’o:‘d ‘r‘/ PR fz’_‘d _’ tt -
41_)wld;;‘,oacnyqﬂ'&é}g&bﬂ‘www&dl%‘fu_Y)
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’'amalah tidak secara
tunal untuk waktu yang ditentukan, hendakish kamu menuliskannya. dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan

Janganlah penulis enggan menuliskannya scbagaimana Allsh mengajarkannya,
mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu

% Al-Husayni, Imam Taqiyyudin Abi Bakar Ibn Muhammad, Kifayah Al-Ahyir, juz 1, h. 321
36 Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asss Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam, h.15
¥ Subky, al-, Ibn ‘Abd Al-Kafy, Al-Asybah Wa An-Nadhair, juz 1 h. 256

N/
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mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah Tuhannya.
B. Wakaf Menurut Undang-Undang
1. Pengertian Wakaf Menurut Undang-Undang
Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan
dipraktikkan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf sudah ada sejak
Islam masuk ke Nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan
dengan perkembangan agama Islam di Indonesia.®
Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf
adalah perbuatan hukum wagif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamaqya atau untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.>’
Menurut PP No. 28 Tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum
sescorang dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa
tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan

peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan agama Islam.*’

3% Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdsta Islam, h. 235

¥ Depag, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 2 Tahun 2006
teptang pelaksansannys, 2007, h. 3

*® Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf h 105
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Dalam rumusan pengertian _wakaf di atas, terkandung empat unsur,*!
yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan hukum scorang atau badan hukum yang dilakukan dengan
suatu pernyataan ikrar.

b. Perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh seseorang atau badan hukum
untuk memisahkan harta kekayaannya untuk kepentingan tertentu dari
seorang yang mewakafkan (waqif).

. Adanya sesuatu yang diwakafkan, berupa harta benda wakaf (mawqup).

d. Dipergunakan untuk kepentingan beribadat atau kepentingan lainnya
(mawquf ‘alaih).

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum
seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan
sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya
guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran
Islam.*

Dari beberapa pengertian wakaf menurut undang-undang dapat diambil
kesimpulan bahwa pengertian wakaf adalah memisahkan dan/atau

menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

! fbid.
“2 Wipres, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, h.
254
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Pasal 6
Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf sebagai berikut:
a. Wagif,
b. Nazir.
c. Harta benda wakaf.
d. Ikrar wakaf.
e. Peruntukan harta benda wakaf.
f. Jangka waktu wakaf,

a. Wagif,
Wagif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.** Dalam
UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa syarat-syarat wagif
adalah:
Pasal 8 ayat 1
Wagqif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya

dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
a. dewasa.

b. berakal schat.
c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

d. pemilik sah harta benda wakaf.*

b. Nazir.

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wagif untuk
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.’’ Dalam UU No.
41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa:

Pasal 11.

Nazirmempunyai tugas:

* Depag, Undang-Undsng Nomor 41 Tabun 2004 Tentang waksf...h. 3
“ ibid, b.7
“7 jbid, b. 4
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a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan

tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

c. Harta Benda Wakaf (mawgquf)

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama
dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut
syari’ah yang diwakafkan oleh wagif® Dalam pasal 16 UU No. 41 Tahun
2004 tentang wakaf disebutkan bahwa:*

Pasal 16 ayat (1):

Harta benda wakaf terdiri dari:

a. benda tidak bergerak, dan
b. benda bergerak.
d. Tkrar wakaf (sigot)

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wagif yang diucapkan secara
lisan dan/atau tulisan kepada mnazir untuk mewakafkan harta benda
miliknya.s0

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf disebutkan bahwa:>!

Pasal 17
(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wagif kepada nazir dihadapan
PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

8 jbid.
* jbid h. 11
* jbid,
5! jbid h. 13
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(2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara
lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh
PPAIW.

e. Mawquf ‘alaih (Peruntukan Harta Wakaf).

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang W akaf dijelaskan bahwa:

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf

hanya dapat diperuntukan untuk:>

a. Sarana dan kegiatan ibadah.

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.

¢. Membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa.

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kemajuan
kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah
dan peraturan perundang-undangan.

f. Jangka waktu.

Dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai
penjelas atas UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa harta
benda wakaf yang berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu
sclama-lamanya (tanpa batas) kecuali wakaf yang berupa hak atas tanah
seperti hak milik atas tanah, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai

di atas tanah milik Negara, hak milik atas satuan rumah susun, hak guna

bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.>

52 jbid, h. 15
%3 jbid, b, 79
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4. Tata Cara Pendaftaran Harta Wakaf menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang
Wakaf
Dalam pasal 17-21 Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
dijelaskan bahwa tata cara perwakafan adalah sebagai berikut:

Pasal 17
1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wagifkepada nazir dihadapan PPAIW dengan
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.>*
2. Tkrar wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan
dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
Pasal 18
Dalam hal wagqif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak
dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh
hukum, wagif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat
oleh 2 (dua) orang saksi.
Pasal 19
Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wagif atau kuasanya menyerahkan
surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.
Pasal 20
Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:
a. dewasa,
b. beragama Islam.
c. berakal sehat.
d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
Pasal 21
(1) TIkrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat :
a. nama dan identitas waqif’
b. nama dan identitas nazir.
c. data dan keterangan harta benda wakaf,
d. peruntukan harta benda wakaf.
e. jangka waktu wakaf.

Dalam PP NO. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.

41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa sebelum dibuatkan AIW,

5% Depag, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf..h.13
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PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan
keadaan fisik benda wakaf. AIW ditandatangani oleh waqif nazir, 2 (dua)
orang saksi dan/atau mawquf ’alaih dan disahkan oleh PPAIW.

Salinan AIW disampaikan kepada wagqif, nazir, mawqif ’alaih, kantor
pertanahan kabupaten/kota jika benda wakaf berupa tanah dan kepada instansi
yang berwenang lainnya jika harta wakaf berupa benda tidak bergerak selain
tanah atau benda bergerak selain uang.>

Dalam PP NO. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.
41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa:

Pasal 36

(1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh waqif kepada nazir dengan
membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat
penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam majelis ikrar wakaf
sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1).%

(2) Di dalam berita acara serah terima, sebagaimana dimaksud pada pasal 30
ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf
yang ditandatangani oleh wagif dan nazir.”’

Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan

perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai garinah dan 2 orang

saksi serta ATW tidak mungkin dibuat karena waqif sudah lama meninggal
dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka dibuat APATW.

Pasal 35

(1) Tata cara pembutan APAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 31
dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang
mengetahui keberadaan benda wakaf,

55 jbid. h. 92
56 jbid. h. 93
57 jbid.
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(2) Permohonan masyarakat atau 2 orang saksi yang mengetahui dan
mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dikuatkan dengan adanya petunjuk tentang keberadaan benda wakaf,

(3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala
desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan
APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.

(4) PPAIW atas nama nazir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen
pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota
setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam
jangka waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan APAIW.

Untuk pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dalam
pasal 32-39 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tata cara pendaftaran dan
pengumuman wakaf yaitu sebagai berikut:

Pasal 32
PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang
berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Dalam buku lain diterangkan bahwa apabila harta wakaf berupa tanah
maka PPAIW atas nama pazir mengajukan permohonan kepada
Bupati/Walikotamadya dan Kepala Sub Dit Agraria setempat untuk mendaftar

tanah wakaf tersebut. Kalau belum bersertifikat, dibuatkan sertifikatnya.*®

Pasal 33
Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32,
PPAIW menyerahkan:
a. Salinan akta ikrar wakaf.
b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait
lainnya.59

5% Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru fentang Peradilan Agama dan Bidangnya, h. 102
% Depag, Undang-Undsng Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf...19
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Dalam PP NO. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.
41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa dalam:

Pasal 39
(1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau
APAIW dengan tata cara sebagai berikut:*

a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi
tanah wakaf atas nama nazir.

b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas
keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih
dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir

c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari
tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama
nazir.

d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas
tanah Negara secbagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 hurub b
yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang
berwenang dibidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas
nama nazir.

e. Terthadap tanah Negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid,
mushala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir.

f. Pejabat yang berwenang dibidang pertanahan kabupaten/kota
setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku
tanah dan sertifikatnya.

Pasal 44 ayat (1)

PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BWI
untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor
Departemen Agama dan BWL®!

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa dalam:

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.%?
Pasal 35

Bukti Pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34
disampaikan oleh PPAIW kepada nazir%

% jbid. h. 96
¢! jbid h. 101
2 ibid. h. 19
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Pasal 37
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta
benda wakaf,
Pasal 38
Menteri dan Badan wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta
benda wakaf yang telah terdaftar.®*

Sesuai dengan penjelasan pasal 38 tersebut, kemudian Menteri dan Badan

Wakaf Indonesia memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register
umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register
umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat

mengakses data tersebut di kantor Departemen Agama dan BWL%

3 jbid, h. 19
® jbid h. 20
S jbid. h. 54



BAB II

ALASAN WARGA NU DESA KEDUNGLURAH KECAMATAN
POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK TIDAK
MENDAFTARKAN HARTA WAKAF

A.Sckilas Gambaran Warga NU Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan
Kabupaten Trenggalek
Desa Kedunglurah adalah desa yang mayoritas penduduknya adalah

warga NU (Nahdhatul Ulama). Perbandingan antara warga yang menganut NU
dan lainnya adalah berbanding antara 90% dan 10%.

Dalam kegiatan ke-NUan mayoritas warga NU aktif seperti mengikuti
kegiatan pengajian dan tahlilan. Harta wakaf yang mereka wakafkan semuanya
adalah tanah milik."

Desa Kedunglurah mempunyai batasan wilayah sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan desa Kendalrejo.
Sebelah selatan berbatasan dengan desa Ngadirejo.
Sebelah barat berbatasan dengan desa Bendorejo.
Sebelah timur berbatasan dengan desa Durenan.
Desa Kedunglurah terbagi menjadi 3 dusun yaitu: dusun Kedunglurah,

dusun Tanggung dan dusun Brongkah.

! Mizan (Jogoboyo), Wawancara, rumah Mizan, 06 April 2010

44
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Dilihat dari aspek pendidikan, penduduk desa Kedunglurah kecamatan
Pogalan kabupaten Trenggalek mayoritas hanya tamat SD dan SLTP. Hanya
minoritas saja yang bisa meneruskan pendidikannya sampai kuliah.
Pengetahuan mereka sangat minim baik dalam agama ataupun ekonomi.
Mereka memperoleh ilmu agama selain dari pendidikan formal tetapi juga dari
pengajaran orang tua dan belajar di mushola-mushola pada waktu kecil.

Tingkat pendidikan mereka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

NO. KETERANGAN JUMLAH
1. Penduduk tidak tamat SD/sederajat 45 orang
2. Penduduk tamat SD/sederajat 1525 orang
3. Penduduk tamat SLTP/sederajat 1649 orang
4, Penduduk tamat SLTA/sederajat 235 orang
S. Penduduk tamat D-1 18 orang
6. Penduduk tamat D-2 14 orang
7. Penduduk tamat D-3 20 orang
8. Penduduk tamat S-1 39 orang
9. Penduduk tamat S-2 2 orang
10. Penduduk tamat S-3 -

Semua penduduk di desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten
Trenggalek adalah beragama Islam, tidak ada satupun yang beragama selain
Islam. Jumlah penduduk yang beragama Islam adalah 4946 jiwa.

Mayoritas penduduk desa Kedunglurah bekerja sebagai petani dan
pedagang dan sebagian kecil bekerja sebagai Pegawai Negeri.

Sedangkan luas wilayah desa Kedunglurah kecamatan Pogalan

kabupaten Trenggalek adalah 277,25 ha yang dipergunakan untuk
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pemukiman, pertanian, ladang, hutan, bangunan, tempat rekreasi dan

olahraga, perikanan dan kuburan,

B. Jumlah Harta Wakaf di desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten
Trenggalek
Menurut keterangan Pak Tohir dan Pak Huda (perangkat desa)

jumlah harta wakaf di desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten

Trenggalek adalah sebagai berikut:*

NO. Nama Mushola/Masjid Harta Letak Keterangan
Wakaf
1. Masjid ‘% Al-Muttagin” RT.04 RW. 01 | Belum didaftarkan
Dusun Brongkah
2. Masjid “Jayaniman” RT.08 RW. 03 | Belum didaftarkan
Dusun Brongkah
3. Masjid “‘Dar Al- Argam”™ RT. 10 RW. 03 Sudah didaftarkan
4. Masjid “A/-Falah” RT. 14 RW.05 | Belum didaftarkan
Dusun Brongkah
5. Masjid ‘Roudatul Ulum™ RT. 19 RW. 06 | Belum didaftarkan
Dusun
Kedunglurah
6. Masjid “A¢-Tagwa™ RT.27RW. 10 | Belum didaftarkan
Dusun
Kedunglurah
7. Masjid “Dar Al-Muttagin” RT.31 RW. 12 Sudah didaftarkan
Dusun Tanggung
8. Mushola ‘“Maratu Salihah” RT. 10 RW.03 Belum didaftarkan
Dusun Brongkah
9. Mushola “A/-Tkhlas” RT. 22 RW, 07 Belum didaftarkan
Dusun
Kedunglurah
10. Mushola “Aff Mukhtar” RT.05 RW. 02 Belum didaftarkan
Dusun Brongkah

2 Tohir (Mudin) dan Huda (Mudin), Wawancara, Balai Desa Kedunglurah, 06 April 2010



11. Mushola “4/-Badar” RT.05RW.02 | Belum didaftarkan
Dusun Brongkah

12. Madrasah “’Abdul Qodir” RT.02 RW.01 | Belum didaftarkan
Dusun Brongkah

13. Mushola “A/-Ma’raf”’ RT.28 RW. 08 | Belum didaftarkan
Dusun Tanggung

14. Mushola ‘Bait Ar-Rohman™ RT.10RW. 03 | Belum didaftarkan
Dusun Brongkah

15. Mushola “A/-Munawi™ RT.26 RW.09 | Belum didaftarkan

Dusun
Kedunglurah

16. Mushola ‘Hidayah Al- RT. 33 RW. 13 Belum didaftarkan
Mubtadiin” Dusun Tanggung

17. MI Guppi 1 RT.17 RW. 06 Sudah didaftarkan
Dusun Brongkah

18. MI Guppi 2 RT. 05 RW. 02 Sudah didaftarkan
Dusun Brongkah

19. Madrasah Diniyah ‘Zi A/- RT. 04 RW. 01 Sudah didaftarkan
Muttagi” Dusun Bongkah

20. | Madrasah Diniyah ‘“Roudatu Al- RT.31 RW. 12 | Belum didaftarkan
Arfal” Dusun Tanggung

21. | Madarasah Diniyah “A/-Falah” RT. 14 RW. 05 Sudah didaftarkan
Dusun Brongkah

22. Ponpes “Al-Falah” RT.14RW. 05 | Sudah didaftarkan
Dusun Brongkah

23. | Mushola “Taufiqu Ar-Rahman” RT.09 RW. 02 | Belum didaftarkan
Dusun Brongkah
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C. Alasan Warga NU tidak Mendaftarkan Harta Wakaf di Desa Kedunglurah

Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

1. Masjid Jayaniman

Masjid Jayaniman awalnya adalah mushola yang didirikan oleh
Jayaniman. Jayaniman adalah anak buah Diponegoro. Dia berasal dari
Mbegelen Magelang. Setelah Diponegoro kalah dari peperangan, Jayaniman

lari ketimur dan akhirnya sampai ke desa Kedunglurah. Sampai di desa
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Kedunglurah ia mewakafkan mushola kepada masyarakat dan belum diberi

nama. Jayaniman juga salah satu penyebar paham NU di desa Kedunglurah.,
Sepeninggal Jayaniman, mushola tersebut diubah menjadi masjid oleh

Masru’i. Kemudian masjid tersebut diberi nama Masjid Jayaniman dan sampai

sekarang dikelola oleh anak cucu Jayaniman. Masjid tersebut mempunyai batas

sebagai berikut:
Sebelah Utara : Pekarangan Slamet
Sebelah Selatan : Rumah Matori
Sebelah Barat : Kuburan
Sebelah Timur : Rumah Maroji

Menurut keterangan dari ahli waris alasan masjid tersebut tidak
didaftarkan adalah sebagai berikut:?

a. Karena ahli waris khawatir harta wakaf akan dikelola oleh orang lain yang
tidak sepaham di kemudian hari,

Menurut keterangan Mizan, wagif adalah penyebar NU (Nahdhatul
Ulama) di Desa Kedunglurah. Maka dari itu sampai sekarang masjid tersebut
dikelola oleh anak turunnya yang berpaham NU. Mizan juga menyatakan orang
yang mengelola masjid Jayaniman tersebut harus orang yang sepaham dengan
ahli waris dengan tujuan agar perjuangan Jayaniman sesuai dengan

harapannya.

* Mizan (Jogoboyo), Wawancars, rumah Mizan, 06 April 2010
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Masjid tersebut dipergunakan untuk mengaji anak-anak. Mereka
beranggapan bahwa jika masjid tersebut dikelola oleh orang lain yang tidak
sepaham, misalnya Muhamadiyah, anak-anak mereka yang mengaji di sana
akan mengikuti paham Muhamadiyah. Padahal masjid tersebut adalah pusat
pembentukan anak dalam berakidah. Mereka menginginkan anak-anak mereka
menjadi anak yang sepaham dengan orang tuanya, yaitu Nahdhatul Ulama.

Salah satu ahli waris (kakak dari Mizan) juga menambahkan bahwa jika
harta wakaf tersebut didaftarkan, khawatir akan dikelola oleh paham lain di
kemudian hari dan ahli waris tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun mercka
membolehkan siapa saja masyarakat yang menginginkan beribadah di masjid
tersebut walaupun orang tersebut berpaham Muhamadiyah.*

b. Karena sudah merasa aman dari persengketaan dengan tidak terdaftarnya harta
wakaf. Ahli waris dan masyarakat desa Kedunglurah walaupun tidak paham
dengan administrasi hukum tetapi secara agama mereka sadar bahwa harta
wakaf itu bukan miliknya, tetapi sudah menjadi milik umat dan mereka
beranggapan perselisihan tidak mungkin akan terjadi.

2. Madrasah Roudatu Al-Atfal

Madrasah Roudatu Al-Atfal adalah madrasah yang diwakafkan oleh

Kromodijo. Sepeninggal Kromodijo madrasah tersebut dikelola oleh anak

* Suhadi (ahli waris), Wawancara, rumah Suhadi, 06 April 2010



50

cucunya yaitu Basyiran, Idris dan Ya’kub. Dan sekarang yang mengelola
adalah Tohir. Tohir bukan dari ahli waris Kromodijo.
Batas-batas madrasah tersebut adalah sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Arwani.
Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya.
Sebelah timur berbatasan dengan rumah Hamid.
Sebelah barat berbatasan dengan jalan kecil.
Mushola tersebut tidak didaftarkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Walaupun Tohir mengajari anak-anak mengaji dan juga berkecimpung dalam
pengelolaan madarasah Roudatu Al-Atfal tersebut, Tohir tidak berani
bertindak banyak karena sungkan dengan ahli waris. Tohir menganggap yang
lebih berhak mendaftarkan harta wakaf tersebut adalah ahli waris. ¢

b. Walaupun madrasah tersebut telah diwakafkan kepada masyarakat tetapi ahli
waris merasa masih memilikinya.’

c. Ahli waris tidak mengerti bahwa setiap harta wakaf wajib didaftarkan.®

3. Mushola Hidayatu Al-Mubtsdi‘in
Mushola Hidayatu Al-Mubtadi‘in adalah mushola yang diwakafkan oleh

Mustawi. Menurut keterangan dari Mas’ud (ta’mir Mushola Hidayatu Al-

$ Tohir (nazir), Wawancara, rumah Tohir, 07 April 2010;
S ibid.

7 jbid,

® Mar (ahli waris), Wawancars, rumah Mar, 07 April 2010
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Mubtadi‘in), tidak ada yang tahu proses perwakafan mushola tersebut. Hanya
saja mushola tersebut dinyatakan harta wakaf oleh ahli waris yang masih
hidup.

Mas‘ud adalah orang yang menghidupkan mushola tersebut, setiap sholat
5 waktu ia yang menjadi imam di mushola tersebut.

Batas-batas mushola Hidayatu Al-Mubtadi‘in adalah sebagai berikut:
Sebeleh barat berbatasan dengan pekarangan Kaduwi.
Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Kaduwi.
Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya.
Sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Rukati,

Mushola tersebut tidak didaftarkan dengan alasan sebagai berikut:’

a. Tidak ada penyuluhan dari para perangkat desa untuk mendaftarkan
harta wakaf. Tetapi ini berbeda dengan keterangan yang diberikan para
perangkat desa. Menurut keterangan mereka, mercka pernah mengadakan
sosialisasi pendaftaran wakaf kepada masyarakat, namun hasilnya nihil."°

b. Ada salah satu perangkat desa yang tinggal di dekat mu;hola. Menurut

Mas’ud dia yang lebih mengetahui tentang hukum., Dan yang lebih

mengetahui bagaimana cara mendaftarkan mushola wakaf tersebut, karena

? Mas’ud (nazir), Wawancara, rumah Mas’ud, 07 April 2010
19 Mizan (Jogoboyo), Wawancars, rumah Mizan, 06 April 2010
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Mas’ud mengaku tidak mengerti hukum dan tidak mengetahui bagaimana
mengurus administrasinya.

c. Ahli waris tidak mengetahui bahwa mushola yang sudah diwakafkan harus
disertifikatkan. Mushola tersebut sudah lama diwakafkan dan tidak ada yang
berniat untuk mendaftarkannya.!!

4. Mushola Al-Ikhlas.

Mushola A/-Ikhlas adalah mushola yang diwakafkan oleh Qomar untuk
tempat ibadah penduduk disekitar mushola. Pada waktu mewakafkan, Qomar
mengumumkan secara lisan di mushola tersebut dengan disaksikan oleh para
jama’ah. Diantara saksinya adalah Musdi dan Rofi.'?

Batas-batas mushola A/-Zkh/as tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Suyono.
Sebelah utara berbatasan dengan rumah Zainudin.
Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Qomar.
Sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Qomar.

Mushola tersebut tidak didaftarkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Biaya mendaftarkan mahal. Mas’ud mengharapkan ada subsidi dari

pemerintah, tetapi sampai sekarang belum ada subsidi dari pemerintah

'! Musyaropah (ahli waris), Wawancara, rumah Musyaropah, 10 April 2010
2 Qomar (wagif) dan Faruq (tetangga Qomar), Wawancara, rumah Qomar, 08 April 2010
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yang turun. Dan sampai sckarang biaya pajak mushola tersebut
ditanggung oleh Qomar.

b. Qomar pernah mengusulkan kepada para perangkat desa untuk
mendaftarkan mushola tersebut, tetapi sampai sckarang belum ada
tanggapan dari para perangkat, schingga mushola tersebut sampai
sekarang tidak terdaftarkan.

5. Mushola A-Munawi
Mushola A/-Munawi adalah mushola yang diwakafkan oleh Saripah.

Mushola tersebut diwakafkan sekitar 5 tahun ini. Mushola tersebut diwakafkan

secara lisan, yaitu dengan mengumpulkan warga se-RT dan semua keluarga

(ahli waris) untuk berkumpul di mushola. Diantara yang hadir dalam

perkumpulan tersebut adalah Muyasin dari pihak keluarga dan Musta’in dari

sesepuh desa.'
Batas-batas mushola tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Mukadi.

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Suyatno.

Sebelah timur berbatasan dengan tanah Syamsudin.

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Khomsiyah.

Mushola tersebut pada waktu ikrarnya diwakafkan untuk penduduk se-

RT. Penduduk RT tersebut kebetulan berpaham NU semua. Jadi semua yang

13 Ahmad Yaqin (Ahli waris), Wawancara, rumah Ahmad Yagqin, 08 April 2010
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berjama’ah di mushola tersebut adalah orang yang berpaham NU. Mushola
tersebut dikelola oleh 3 orang yaitu Muyasin yang mengimami waktu sholat
dhuhur, ‘ashar dan ‘isya, Musta’in mengimami waktu sholat maghrib dan
Rodin mengimami waktu sholat subuh.

Mushola tersebut tidak didaftarkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Masyarakat pernah mengusulkan kepada perangkat desa untuk
mendaftarkankan mushola A/-Munaw7 tersebut, tetapi tanggapan dari
perangkat desa tidak perlu mensertifikatkan tanah wakaf tersebut karena
tanah wakaf tersebut hanya seluas 8 ru. Perangkat desa merasa tanggung
untuk mensertifikatkan harta wakaf tersebut karena hanya sedikit.

b. Selama 5 tahun tidak pernah terjadi persengketaan baik antara keluarga
ataupun antar masyarakat. Pihak keluarga sudah menyatakan bahwa
mushola tersebut sudah diwakafkan dan masyarakat se-RT pun juga
menerimanya dan mempergunakannya untuk tempat beribadah sehari-
hari.

6. Masjid A/-Falsh
Masjid A/-Falah sudah lama berdiri. Dari keterangan nazir sekarang,
nazir tidak mengetahui secara jelas siapa wagifiya, hanya saja ia mengira-
ngirakan bahwa wagifiya adalah Asnawi. Masjid tersebut diwakafkan untuk

masyarakat umum. Dan siapapun yang dianggap pantas boleh mengelolanya.
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Perwakafan tersebut diperkirakan secara lisan karena sampai sekarang tidak
mempunyai sertifikat wakaf,'*

Setelah Asnawi wafat, masjid tersebut kemudian dikelola oleh Nawir.
Sepeninggal Nawir dikelola oleh Towali. Nawir dengan Towali bukan dalam
satu garis keturunan. Setelah Towali meninggal kemudian dikelola oleh Zainal
Fanani dan diteruskan oleh Zaki.

Menurut keterangan dari Afif (istri dari Zainal Fanani), bahwa wagif
membangun tanahnya uﬁtuk dijadikan masjid yang bertujuan untuk beribadah
masyarakat umum. Secara otomatis harta tersebut menjadi harta wakaf. Dia
juga menambahkan bahwa semua benda yang sudah dikhlaskan oleh
pemiliknya untuk diletakkan di masjid menjadi harta wakaf, baik berupa
mukena, Al-Qur’an dan lain sebagainya. Nazir yang mengelola masjid A/-
Falah sekarang tidak mengetahui proses perwakafan masjid tersebut karena
masjid tersebut sudah lama dibangun.

Batas-batas masjid tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil.

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Zainal Fanani.
Sebelah barat berbatasan dengan pondok putri.

Sebelah timur berbatasan dengan pondok putra.

Mushola tersebut tidak didaftarkan dengan alasan sebagai berikut:

" Afif (nazir) dan Zaki (nazir) Wawancara, rumah Afif dan Zaki, 08 April 2010
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a. Wagif tidak diketahui secara jelas namanya, hanya yang diperkirakan
mewakafkan masjid tersebut adalah Asnawi karena masjid tersebut sudah
lama berdiri.

b. Orang dahulu tidak mengerti administrasi wakaf, maka dari itu tidak
didaftarkan dari dahulu.

c. Tidak ada nazir yang jelas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
masjid tersebut. Nazir hanya orang yang mau mengimami masjid tersebut
dan yang dianggap mampu oleh masyarakat.

7. Mushola Taufigu Ar-Rahman
Mushola Taufiqu Ar-Rahman adalah mushola yang diwakafkan oleh

Toha. Mushola tersebut diwakafkan kepada masyarakat umum. Mengenai

proses pelaksanaan wakaf responden tidak mengetahui karena ia pada waktu

itu masih kecil. Yang ia tahu bahwa Mudin Tohir dan bapaknya (Toha)
mengukur tanah tersebut dan akan dibangun mushola. Dan dari keterangan
bapaknya, mushola tersebut dinyatakan sebagai wakaf.'’ Sekarang mushola
tersebut dikelola oleh Sam, adik ‘Imad.

Batas-batas mushola tersebut adalah sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan rumah ‘Imad.
Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya.

Sebelah timur berbatasan dengan pekarangan ‘Imad.

'* “Imad (Ahli Waris), Wawancars, rumah ‘Imad, 10 April 2010
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Sebelah barat berbatasan dengan jalan kecil.
Mushola tersebut tidak didaftarkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Dia tidak mengetahui bahwa harta wakaf harus didaftarkan.

b. Dia sudah merasa aman dari persengketaan dengan tidak terdaftarnya harta
wakaf, Ahli waris tidak mungkin membongkar mushola yang sudah jadi dan
menjadikannya sebagai tempat tinggal, karena ahli waris sudah mengerti
bahwa mushola tersebut adalah harta wakaf dan telah menjadi milik umum.

c. Ingin membiayai pajak tanah mushola tersebut sendiri untuk sodagoh, karena
apabila disertifikatkan mushola tersebut bebas dari pajak. Biaya pajak tidak
seberapa dan tidak menjadi bebannya.

8. Mushola Al-Badar
Mushola Al-Badar adalah mushola yang diwakafkan oleh Badar dan
Katijah. Mushola tersebut diwakafkan kepada masyarakat setempat.
Sepeninggal Badar mushola tersebut dikelola oleh Waris. Waris bukan dari
pihak keluarga melainkan orang lain yang tinggal didekat mushola tersebut.'®
Batas-batas mushola tersebut adalah sebagai berikut:
Sebelah barat berbatasan dengan rumah Robi’ah.
Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Katijah.
Sebelah timur berbatasan dengan rumah Suminah.

Sebaleh selatan berbatasan dengan jalan kecil.

'8 Katijah (Wagqif) dan Robi’ah (anak waqif), Wawancars, rumah Katijah, 10 April 2010
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Mushola tersebut tidak didaftarkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Dia tidak mengetahui jika harta wakaf harus disertifikatkan.

b. Sertifikat wakaf tidak dianggap penting. Menurut keterangan dari Katijah,
walaupun punya sertifikat akan dibuat apa dan akan ditunjukkan kepada
siapa, padahal masyarakat dan keluarga sudah mengetahui bahwa mushola
tersebut adalah harta wakaf. Dan menurut agamapun wakaf tersebut sudah
sah.

. Wagqif sudah ikhlas jika tanah tersebut diwakafkan dan tidak mungkin
mengambil kembali tanah tersebut. Dia juga sudah berpesan kepada ahli
waris agar tanah mushola tersebut tidak dibagikan kepada ahli waris sewaktu

pembagian warisan. Dan menurut agamapun wakaf tersebut sudah sah.

D. Pendapat Para Perangkat Desa dan KUA terhadap Alasan Warga NU tidak
Mendaftarkan Harta Wakaf

Diantara pendapat para perangkat desa dan KUA terhadap alasan warga
NU tidak mendaftarkan harta wakaf adalah sebagai berikut:
1. Karena mereka sudah percaya kepada nazir yang diserahi harta wakaf dan
tidak mau rumit.'’
2. Kesadaran penduduk desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten
Trenggalek terhadap hukum positif kurang. Jika dilihat dari latar belakang

pendidikan mereka, warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan

17 Mizan (Jogoboyo), Wawancars, rumah Mizan, 06 April 2010
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kabupaten Trenggalek hanya tamatan SD dan SLTP, jadi mereka tidak
terlalu paham dengan hukum yang berlaku di Indonesia. '‘*Kesadaran
mereka terhadap hukum juga kurang, mereka mayoritas tidak mengetahui
bahwa setiap harta wakaf harus didaftarkan, mereka hanya mengetahui
wakaf menurut agama.'’

3. Biaya mendaftarkan harta wakaf mahal.”® Alasan ini juga menurut
keterangan dari kepala KUA kecamatan Pogalan.?!

4. Mereka tidak memahami cara mengurus harta wakaf secara administratif,
Semenjak Istajib menjadi kepala desa (kira-kira sekitar 3 tahun) belum
pernah mengadakan sosialisasi kepada penduduk untuk mendaftarkan
setiap harta wakaf. Istajib tidak mengadakan sosialisasi karena tidak ada
anjuran dari atasan (KUA) untuk mengadakan penyuluhan ataupun
mengingatkan kepada masyarakatnya untuk mendaftarkan setiap harta
wakaf. Maka dari itu penduduk desa Kedunglurah kecamatan Pogalan
kabupaten Trenggalek mayoritas tidak mengetahui bahwa setiap harta
wakaf wajib didaftarkan. Mereka sebégian memahami wakaf secara

agama.”

18 jbid.

19 Istajib (Kepala Desa) dan Sujito (Sekretaris Desa), Wawancars, Balai Desa Kedunglurah,
08 April 2010

2 Mizan (Jogoboyo), Wawancara, rumah Mizan, 06 April 2010

2l Kusaeni (Kepala Desa), Wawancara, Kantor KUA kecamatan Pogalan, 26 April 2010

% Istajib (Kepala Desa), Wawancars, Balai Desa Kedunglurah, 08 April 2010
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5. Masyarakat sudah merasa aman dengan tidak terdaftarnya harta wakaf,
Karena sejak Istajib menjadi Kepala desa belum pernah mendengar ada
perselisihan karena harta wakaf tidak didaftarkan.”

6. Mereka sudah ikhlas dengan harta wakaf yang telah diwakafkannya dan

tidak perlu didaftarkan secara hukum.?

2 Istajib (Kepala Desa) dan Sujito (Sekretaris Desa), Wawancara, Balai Desa Kedunglurah, 08
April 2010

* Kusaeni (Kepala KUA), Wawancara, Kantor KUA Kecamatan Pogalan, 26 April 2010



BAB IV

ANALISIS UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
TERHADAP ALASAN WARGA NU TIDAK MENDAFTARKAN
HARTA WAKAF DI DESA KEDUNGLURAH KECAMATAN
POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK

A. Analisis UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Alasan warga NU
tidak Mendaftarkan Harta Wakaf di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan
Kabupaten Trenggalek.

Dengan diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

diharapkan agar praktik perwakafan di Indonesia sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, namun kenyataannya masih
banyak harta wakaf yang tidak didaftarkan, khususnya di desa Kedunglurah.
Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab III bahwasannya harta
wakaf warga NU di Desa Kedunglurah banyak yang tidak didaftarkan dengan
berbagai alasan.
Alasan-Alasan warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf di desa
Kedunglurah yang paling dominan adalah sebagai berikut:
a. Warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf karena merecka tidak mengerti
bahwa harta wakaf harus didaftarkan. Pengetahuan mereka terhadap

prosedur pelaksanakan pendaftaran harta wakaf kurang. Hal ini disebabkan
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tingkat pendidikan penduduk desa Kedunglurah mayoritas hanya tamatan
SD dan SLTP.

Hukum yang berada di Indonesia termasuk UU No. 41 Tahun 2004
tentang Wakaf bersifat memaksa. Ketika peraturan sudah diundangkan dan
dibentuk dalam sebuah peraturan perundang-undangan, semua warga negara
Indonesia tanpa terkecuali harus melaksanakan peraturan tersebut. Tidak ada
alasan yang membolehkan warga negara menolak peraturan tersebut.

Sebagai warga negara yang patuh dan taat pada pemerintah hendaknya
proaktif dalam mengetahui peraturan perundangan yang berlaku dan
diterapkan di Indonesia agar pembuatan peraturan terlaksana sesuai dengan
tujuannya. Dan para pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang
perwakafan hendaknya mengadakan upaya penyuluhan untuk membantu
masyarakat memahami peraturan-peraturan tentang wakaf.

Dalam pasal 17-21 dan pasal 32-39 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan
tentang tata cara ikrar wakaf dan pendafitaran harta wakaf untuk
mendapatkan bukti otentik yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.
Jadi setiap harta wakaf harus didaftarkan. Hal ini wajib diketahui oleh warga
NU di desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek.

b. Warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf karena perangkat desa tidak
pernah mengadakan penyuluhan untuk mendaftarkan harta wakaf, mereka

juga tidak menanggapi usulan warga NU untuk mendaftarkan harta wakaf,
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bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak perlu mendaftarkan harta wakaf
karena jumlahnya hanya sedikit.

Perangkat desa adalah pejabat yang dipercaya oleh masyarakat untuk
bertanggung jawab penuh kepada masyarakatnya, mereka adalah orang yang
dianggap paling mengerti dalam hal hukum. Seorang pemimpin harus mampu
menjadikan masyarakatnya aman, ternteram dan sejahtera.

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa:
‘IOI‘O‘OI.‘J,, ’o‘al
e ol 3,5, b Syt ‘,SK 3 ;i) '.S.K

Artinya:

*Setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung
jawab atas kepemimpinannya”.’

Sesuai dengan yang tertulis dalam UU NO. 41 Tahun 2004 tentang
wakaf memang perangkat desa tidak mempunyai tugas untuk mengadakan
penyuluhan, namun sebagai pegawai yang telah dipercaya oleh pemerintah
dan rakyat, hendaknya mengadakan penyuluhan agar masyarakat memahami
isi dari UU NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususunya tentang
pendaftaran harta wakaf.

Tanggapan perangkat desa dalam menanggapi usulan warga NU tersebut

tidak sesuai dengan UU. NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwasannya

! Imam Abi Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyayry An-Naisabury, A/-
Jami ‘v Ash-Shohib, Juz 5, h. 8



setiap harta wakaf harus didaftarkan tanpa terkecuali, baik harta wakaf yang
jumlahnya sedikit ataupun banyak. Dan scharusnya perangkat desa
Kedunglurah menanggapi usulan masyarakat dengan mendaftarkan harta
wakaf tersebut sesuai dengan pasal 17-21 dan pasal 32-39 UU No. 41 Tahun
2004 untuk mendapatkan bukti otentik bukti pendaftaran harta wakaf yang
tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

c. Warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf karena mereka menganggap

harta wakaf sudah aman dari persengketaan.

Walaupun warga NU dapat mengatakan bahwa mercka sudah merasa
aman dari persengketaan dan sudah mengerti dan memahami bahwa harta
wakaf bukan menjadi miliknya lagi, namun tidak dapat diprediksi bahwa di
kemudian hari bisa saja terjadi perselisihan karena tidak mempunyai bukti
pendaftaran harta wakaf. Dan bisa jadi harta wakaf akan digugat oleh orang
yang tidak mengetahui asal-usul harta wakaf tersebut.

Dengan didaftarkannya harta wakaf, instansi yang berwenang
menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf (pasal 34 UU Perwakafan).
Kemudian Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan
pendaftaran harta benda wakaf dan mengumumkan kepada masyarakat
bahwa harta benda wakaf telah terdaftar dengan memasukkan data tentang
harta benda wakaf dalam register umum (pasal 37 dan 38 UU Perwakafan).

Bukti Pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada nazir.
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Warga NU desa Kedunglurah seharusnya mendaftarkan setiap harta
wakaf sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk
melindungi harta wakaf agar benar-benar aman dari sengketa. Aman seperti
yang telah diutarakan oleh warga NU tidak bisa dikatakan aman menurut
Undang-Undang karena belum mempunyai akta otentik bukti pendaftaran
harta benda yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan harta wakaf masih
bisa digugat.

d. Nazir sungkan dengan ahli waris untuk mendaftarkan harta wakaf dan
menganggap ahli waris yang berhak mendaftarkan harta wakaf tersebut dan
ada juga nazir di desa Kedunglurah yang mengatakan bahwa tugasnya
hanya mengimami masjid yang telah diwakafkan.

Nezir adalah orang yang dipercaya oleh wagif untuk mengelola harta
wakaf dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya berkewajiban untuk mengimami
saja dan juga tidak perlu sungkan dengan ahli waris. Nazir adalah orang yang
bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola dan melindungi harta
wakaf. Jika harta wakaf belum didaftarkan, maka hendaknya mendaftarkan
harta wakaf sebagai bentuk penjagaannya terhadap harta wakaf, Dalam
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa tugas
nazir adalah:

(1). Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
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(2). Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

(3). Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

(4). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam UU NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf persyaratan nazir yaitu
harus warga negara RI, Islam, dewasa, sechat jasmani dan rohani, amanah dan
tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.? Sesuai dengan syarat tersebut,
nazir yang ada di desa Kedunglurah sudah memenuhi persyaratan sesuai
dengan Undang-Undang, akan tetapi pelaksanaan tugasnya tidak sesuai
dengan Undang-Undang Perwakafan.

Maka dari itu perlu adanya penyuluhan dari PPAIW sebagaimana yang
tertera dalam pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwasannya
PPAIW atas nama nazir bertugas mendaftarkan harta benda wakaf kepada
instansi yang berwenang.

Selain alasan-alasan tersebut yang dominan ada juga alasan-alasan lain
warga NU desa Kedunglurah tidak mendaftarkan harta wakaf yaitu:

1. Harta wakaf tidak didaftarkan karena ahli waris khawatir akan dikelola oleh
orang lain yang tidak sepaham.

Tujuan pendaftaran harta wakaf adalah untuk mendapatkan akta otentik

agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan, bukan bertujuan untuk

2 Depag, Paradigma Baru Wakaf di Indonesis, 2007, h. 103
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dikuasakan kepada orang lain. Perwakafan dapat dilaksanakan dengan
memenuhi rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf yang sesuai dengan UU
adalah adanya wagif; nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta
benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Jika waqgif menunjuk ahli waris untuk
menjadi nazir, maka ahli waris yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas
harta wakaf tersebut.

Sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
disebutkan bahwa nazir perseorangan ditunjuk oleh wagif dengan memenuhi
persyaratan menurut undang-undang.

Dengan didaftarkannya harta wakaf, warga NU tidak perlu khawatir
akan dikelola orang lain yang tidak sepaham karena wagif'yang menentukan
nazimya dan jika wagif sudah meninggal dunia maka ahli waris yang berhak
menentukannya,

2. Harta wakaf tidak didaftarkan karena ahli waris masih merasa memiliki harta
wakaf tersebut.

Wakaf adalah ibadah yang biasanya disebut dengan sadaqah jariyah yang
pahalanya terus mengalir. Dengan diwakafkannya harta wakaf maka harta
wakaf berpindah kepada mawquf ‘alaih, tetapi ada juga yang berpendapat
sebaliknya. Menurut pendapat /mam Syafi‘i dengan diwakafkannya suatu

harta, maka kepemilikannya berpindah kepada mawqif ‘alaih. Berbeda
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dengan pendapat Imam Hanafi bahwa kepemilikannya tidak berpindah dari
wagqif akan tetapi manfaatnya saja yaﬁg digunakan untuk kepentingan
mawgquf ‘alaih.

Sesuai dengan definisi wakaf dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004
tentang wakaf, wakaf yaitu perbuatan hukum wagif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syar7‘ah.

Harta wakaf bisa jadi kepemilikannya terlepas dari wagif dan bisa jadi
tidak terlepas kepemilikannya dari wagifdengan indikasi kata “memisahkan
dan/atau menyerahkan. Kata “memisahkan dan menyerahkan” dan kata
“memisahkan” mengindikasikan kepemilikannya telah terlepas dari wagif
sedangkan kata “menyerahkan” mengindikasikan kepemilikan tidak terlepas
dari wagif. Namun, walaupun kepemilikannya tidak terlepas dari wagif
wagif tidak boleh memanfaatkan harta wakaf tersebut selama harta wakaf
tersebut diwakafkan.

Jadi walaupun harta wakaf tersebut didaftarkan, ahli waris masih bisa
memilikinya karena manfaatnya saja yang harus diberikan kepada mawgqif
‘alaih. Dengan didaftarkannya harta wakaf tersebut, akan diperoleh bukti
pendaftaran harta wakaf sehingga tidak dimungkinkan terjadi persengketaan

selama harta wakaf tersebut diwakafkan.



69

3. Harta wakaf tidak didaftarkan karena biaya mendaftarkan harta wakaf mahal.
Pada dasarnya hukum diciptakan untuk mempermudah manusia bukan
untuk mempersulit manusia. Dalam mengurus administasi wakaf memang
dibutuhkan biaya, namun pemerintah hendaknya memberikan keringanan
kepada orang yang tidak mampu dengan memberikan pelayanan gratis,
sebagaimana dalam bidang hukum ada perkara prodeo yaitu perkara yang
ditangani dengan gratis, karena warga NU di desa Kedunglurah mayoritas
penduduknya mempunyai perekonomian tingkat menengah kebawah.
Sesuai dengan lampiran II Peraturan Direktur Jendral Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/75/78 Bab V menjelaskan bahwa:

(a). Untuk penyelesaian administrasi perwakafan tanah di KUA Kecamatan
termasuk formulir tidak dikenakan kecuali bea materai menurut
ketentuan yang berlaku.

(b). Untuk penyelesaian pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah di
kantor Sub Dircktorat Agraria tidak dikenakan biaya kecuali biaya
pengukuran dan biaya materai menurut ketentuan yang berlaku.

Jadi menurut peraturan diatas mengindikasikan bahwa biaya pendaftaran
tanah wakaf tidak mahal, hanya mengeluarkan biaya untuk materai dan biaya
pengukuran tanah. Dan hendaknya PPAIW dan instansi yang berwenang

mempermudah setiap orang yang akan mendaftarkan harta wakaf,

} Faishal Haq, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, h. 128
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4. Harta wakaf tidak didaftarkan karena wagif tidak diketahui secara jelas,
hanya yang diperkirakan mewakafkan masjid tersebut adalah Mbah Asnawi.
Masjid tersebut sudah lama berdiri dan orang dahulu tidak mengerti
administrasi wakaf, maka dari itu tidak didaftarkan dari dahulu.

Peristiwa diatas adalah akibat tidak terdaftarnya harta wakaf schingga
dalam jangka waktu yang lama masjid tersebut tidak diketahui siapa
wagifiya. Jika sesecorang membangun masjid diatas tanahnya, secara
otomatis tanah tersebut menjadi tanah wakaf karena lafadz “saya menjadikan
tanah ini untuk dibangun masjid diatasnya” merupakan kiyasan dari ikrar
wakaf. Jadi menurut agama wakaf ini sah. Seperti yang tertera dalam kitab
“I’anatu At-Talibin"yang berbunyi:*

G 0 038G ¥ S 0 Vi 9820 i 2 433 e s

Abu Hanifah juga berpendapat bahwa apabila seseorang mewakafkan
hartanya untuk kepentingan masjid atau seseorang membuat bangunan dan
diwakafkan untuk masjid maka statusnya menjadi harta wakaf. Dan secara
spontan harta wakaf tersebut berpindah menjadi milik Allah bukan menjadi
milik wagqif lagi. Status kepemilikan wagif telah hilang. Jadi wakaf tersebut
sah jika dilihat menurut hukum Islam.

Jika dilihat menurut UU Perwakafan maka harus dicari kejelasan siapa

wagqifiya dengan bertanya kepada kepala desa atau sesepuh desa kemudian

¢ Sayyid Bakdi, J‘anatu At-Talibin, Juz 3, h. 160
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didaftarkan. Dalam PP NO. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan pendaftarnnya adalah:

Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan

perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai garinah dan 2 orang

saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena wagif sudah lama meninggal
dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka dibuat APATW.

Pasal 35

(1) Tata cara pembutan APAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 31
dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang
mengetahui keberadaan benda wakaf.

(2) Permohonan masyarakat atau 2 orang saksi yang mengetahui dan
mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dikuatkan dengan adanya petunjuk tentang keberadaan benda wakaf,

(3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala
desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan
APAIW tersebut kepada PPAIW setempat. _

(4) PPAIW atas nama nazir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen
pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota
setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam
jangka waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan APAIW,

Jadi sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut nazir dapat
mendaftarkan harta wakaf tersebut. Dengan didaftarkannya harta wakaf, tata
cara mewakafkan tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah.

5. Harta wakaf tidak didaftarkan karena ahli waris ingin membiayai pajak tanah
wakaf tersebut dengan niat sodaqoh.

Setiap harta yang telah diwakafkan harus didaftarkan menurut UU No.
41 Tahun 2004 tanpa terkecuéli, baik benda bergerak maupun benda tidak

bergerak. Dengan didaftarkannya harta wakaf sesuai dengan pasal 32-39 UU
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Perwakafan, maka pemerintah membebaskan pajak tanah wakaf tersebut
sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 1 UU RI No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan bahwa objek pajak yang tidak dikenai pajak bumi dan
bangunan adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum, seperti untuk ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk mempermudah
keuntungan.® Masih banyak cara bersodaqoh lainnya yang dapat dilakukan
oleh warga NU selain membiayai pajak tanah wakaf seperti memberi sedekah
kepada fakir miskin, anak panti asuhan dan lain sebagainya..

Hukum diciptakan bukan hanya untuk melaksanakan kewajiban tetapi
juga mendapatkan hak. Jika warga negara telah melaksanakan kewajibannya
mendaftarkan harta wakaf, maka ia akan mendapatkan hak dengan
terbebasnya harta wakaf tersebut dari pajak. Kewajiban mendaftarkan harta
benda wakaf tidak akan gugur dengan kesanggupan ahli waris membiayai
pajak tanah wakaf tersebut walaupun dengan niat untuk bersodaqoh.

6. Harta wakaf tidak didaftarkan karena pendaftaran wakaf tidak dianggap
penting,

Tanggapan warga NU seperti ini tidak dapat dibenarkan karena
pendaftaran harta benda wakaf sangat penting untuk mendapatkan akta

otentik bukti pendaftaran harta benda yang berkekuatan hukum tetap dan

s Usman, Hukum Perwakafan...h. 90
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tidak bisa diganggu gugat. Jika wagifmengatakan bahwa bukti pendaftaran
harta wakaf akan diperlihatkan kepada siapa, maka dapat diketahui bahwa
bukti pendaftaran harta wakaf harus diperlihatkan kepada orang yang akan
mengambil alih harta wakaf tersebut. Dengan dit unjukkan bukti pendaftaran
tersebut orang tidak akan berani mengambil alih harta wakaf tersebut sampai
kapanpun. Walaupun masyarakat dan ahli waris mengetahui bahwa harta
tersebut adalah harta wakaf yang bukan menjadi miliknya akan tetapi tidak
dapat dijamin bahwa suatu saat harta wakaf tersebut akan aman dari
persengketaan karena belum mempunyai sertifikat wakaf,

Dalam ga’idah fighiyah disebutkan bahwa:

s 5
Artinya:

"Kemudharatan itu harus dihilangkan”.

Dalam A/-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282 juga dijelaskan bahwa:

o -, 2 ° , , P a
Judl, Lo 08 e T RARAN 4 B P 208 15 1,5 2ol ff g

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklsh
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
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Dalam figh Islam ataupun dalam UU Perwakafan diterangkan arti
pentingnya pencatatan setiap bentuk muamalah termasuk wakaf, maka dari
itu pendaftaran harta wakaf sangatlah penting.

. Harta wakaf tidak didaftarkan karena wagqif sudah ikhlas dan tidak perlu
mendaftarkannya.

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dengan menyerahkan dan
memisahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan demi kepentingan sosial,
peribadatan, pendidikan dan lain sebagainya. Pernyataan wagif untuk
mewakafkan sebagian harta bendanya harus diucapkan dengan ikhlas karena
Allah dan dengan tanpa memberi syarat apapun.

Bentuk perwakafan mushola Al-Badar jika dilihat dari rukun-rukunnya
telah memenuhi rukun-rukun wakaf sebagaimana yang disebutkan dalam
pasal 6 UU Perwakafan, yaitu adanya waqif, nazir, harta benda wakaf, ikrar
wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Namun sesuai dengan peraturan wakaf yang berlaku di Indonesia setiap
harta wakaf harus didaftarkan sesuai dengan pasal 32-39. Jadi perwakafan
mushola Al-Badar tersebut sudah memenuhi rukun-rukun wakaf sesuai
dengan pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, akan tetapi tata cara
mewakafkannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Wakaf,

Alasan-alasan warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf yang

diutarakan oleh para perangkat desa dan Kepala KUA hampir sama dengan
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alasan-alasan yang diutarakan oleh para warga NU desa Kedunglurah
kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek. Hanya ada satu penambahan
yaitu seperti yang diutarakan Bapak Mizan bahwa mereka tidak
mendaftarkan harta wakaf karena sudah percaya kepada nazir dan tidak
menginginkan kerumitan dalam proses pendaftaran harta wakaf,

Pendaftaran harta wakaf sebenarnya tidak rumit, karena wagif hanya
berkewajiban membawa nazir dan 2 orang saksi kemudian mengucapkan
ikrar wakaf didepan PPAIW. Setelah itu prosedur pendaftaran wakaf
ditangani oleh PPAIW. Dan Nazir hanya menunggu bukti pendaftaran
tersebut selesai, kemudian PPATW menyerahkan bukti pendaftaran tersebut
kepada nazir. Sesuai dengan pasal 17, 32, 34, 35, 37 dan 38 UU No. 41 Tahun
2004 tentang Wakaf. Tata cara pendaftaran harta wakaf tersebut adalah
sebagai berikut.

Pasal 17

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wagif kegada nazir dihadapan PPAIW
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

2. Tkrar wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara
lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh
PPAIW.

Pasal 32

PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi

yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf

ditandatangani.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf,

¢ Depag, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.. h.13



76

Pasal 35
Bukti Pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34

disampaikan oleh PPAIW kepada nazir.
Pasal 37
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta

benda wakaf.
Pasal 38
Menteri dan Badan wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta
benda wakaf yang telah terdafiar.
Untuk wakaf yang berupa tanah, PPAIW atas nama nazir mengajukan
permohonan kepada Bupati/Walikotamadya dan Kepala Sub Dit Agraria

setempat untuk mendaftar tanah wakaf yang bersangkutan. Kalau belum

bersertifikat, dibuatkan sertifikatnya,



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. Warga NU desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek tidak
mendaftarkan harta wakaf karena warga NU minim pengetahuannya tentang
pendaftaran wakaf, karena perangkat desa tidak pemah mengadakan
penyuluhan dan tidak menanggapi usulan warga NU untuk mendaftarkan harta
wakaf, karena mereka menganggap harta wakaf sudah aman dari
persengketaan, karena nazir sungkan dengan ahli waris untuk mendaftarkan
harta wakaf, karena ahli waris khawatir akan dikelola oleh orang lain yang
tidak sepaham, karena ahli waris masih merasa memiliki harta wakaf tersebut,
karena biaya mendaftarkan harta wakaf mahal, karena wagif tidak diketahui
secara jelas, karena ahli waris ingin membiayai pajak tanah wakaf tersebut
dengan niat sodaqoh, karena pendaftaran harta wakaf tidak dianggap penting,
karena wagif'sudah ikhlas dan tidak perlu mendaftarkannya dan karena warga
NU sudah percaya kepada nazir dan tidak menginkan prosedur pendaftaran

yang rumit. Sedangkan alasan-alasan yang paling dominan adalah sebagai
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berikut: karena warga NU minim pengetahuannya tentang pendaftaran wakaf,
karena perangkat desa tidak pernah mengadakan penyuluhan dan tidak
menanggapi usulan warga NU untuk mendaftarkan harta wakaf, karena mercka
menganggap harta wakaf sudah aman dari persengketaan, karena nazir sungkan
dengan ahli waris untuk mendaftarkan harta wakaf tersebut.

2. Menurut tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, alasan warga NU
desa Kedunglurah kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek tidak
mendaftarkan harta wakaf tidak sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf karena setiap harta wakaf harus didaftarkan sesuai dengan tata cara
pendaftaran yang diatur dalam pasal 17-21 dan pasal 32-39 UU No. 41 tahun
2004 tentang wakaf dan tidak ada satupun pasal pengecualian dalam UU
perwakafan yang membolehkan harta wakaf tidak didaftarkan. Sedangkan
warga NU desa Kedunglurah mewakafkannya hanya dengan lisan dan tidak

mendaftarkan harta wakaf tersebut dengan alasan yang bermacam-macam.

B. Saran

1. PPAIW hendaknya mengadakan penyuluhan kepada masyarakat di desa
Kedunglurah atau di desa-desa terpencil lainnya tentang tata cara
mewakafkan harta wakaf yang sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004

tentang Wakaf agar masyarakat mendaftarkan setiap harta wakaf.
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3. Bagi para wagif hendaknya mendaftarkan harta yang telah diwakafkan
untuk memperoleh bukti pendaftaran harta wakaf yang mempunyai
kekuatan hukum tetap dan tidak bisa digugat oleh siapapun sehingga tidak

dimungkinkan terjadi perselisihan di kemudian hari.
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